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Penyitaan adaloh suwu pecsoalun yang sangat mendasar dalam penegakan Hulknm

Acary Prdinw 1iemtama dalam qwlindungi masyarakal terhadiap hik-huk atas sui

bucing.  Suatu  pelaksanaan  peavitaan yang dilukukan oleh penyidik  haruslah

mempunyai landasan yang Kdal seperti stral persetujuan dan Ketua Pengadilan Neger

selempat dan juga pelaksamian penyitdan tersebul hurustah berdasarkan kewentuans

ketentuain hukum yang berlaku.

Berdasarkan keadaan di atas maka masalah penyitaan mi ld- &lih simgar sulis

Jilskukan karena undang-undang memberikan landasan yanp  kuat  buzaima

sthemunya melaksanakan penyiiaa schingga hak-hak wnasyarakat tidak wereonggeu

oleb Fovenu tindokan sewenang-wettang sebagiun  penyidik dalom  welaksone kin

penyllaan lersebul.

Datam peammbaliasun skripsi ini penulis merunoskan misalah sebagai berikul

|. Sejaubmanakab pelaksanaan penyitaan menurat ketentuan undang-undang yang
dilaksasiakanr aleh penytdik dalany prakick.

2. Sejauhimanakeh kekuatan izin dari ketua pengaditan kepada penyidik Polr ditam

melekukan tugasnya mengadakan peayitaan.

Bagrimunukab kedudukan betidi yang disita terschut jika ternyutd penyitaam yanp

ditubikan bertentangan dengan ketentwan perundang-undangan yang sda.

Adapan hipotesa yung digjukan adulih ;

boobahwa di dalam praktek ondabun penyitasn vang dilakukan penvidile adaluh

menurut Ketentuan undang-undang yay berfaku hanya stia wikadang ditemukom

sebagian kecil pechuatan dari aparat yang melakukan pengitian boertensimean

dengan perandang-undangan dalam melaksimakin tupasnya.

Pl dasitrova penyitian lanya dapat dilahekan dengan surat ian ke

Pengadilan Negee scwempan. hanya sugae dalam Leadwin yang simgar perlu dian

menddsak, penyidik dapat melakukan penyitaen tunpa surat zm Jdan Ketua

pengaditun MNegeri setenpat.
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3 Terbdap  henda-henda vang  disite tersebat tdak dapat dindakan  proses
pemieribsini ik kepads pilak-piliak yang diregikan dapal incelskukan tunstatan
ganti rugi stau idak melakukan tuntutan ganu rupi suma sckali.

Dalam menguraikan pembghasan di atas penulis mengadikan  pepelitiin secara

Kepustehaan don pencliian lapangan yang dilakekan penulis Ji kantor Ditserse

Poldasu Medan,

Dan dant hasil penclition tersebut di atas didapati suatn keadaan dbabhwa

Prosedur menempan urutan pertama di dalamy pelaksinaan tugas scorang penyidik

Polri sewakm melakukan wgasnyn mengadakan penyitaan. baik hal i ditakuhan

tunpa udunya sveal 1zin Lurl Ketwa Pengadilan Negen maupun dengan sdanya suin

izin tersebut. Jika emyata pelaksanaan peryiman yang dilakukan tersehit anp
didasupingi surgy izin Ketua Pengadilan Negert maka seielah pelakssnnan penmitian
dilakukan olch penyidik Pold. dilikukan perminunn persciujuan kepada Ketua

Pengadilan Negeri setempat dan datam prakteknya i Ditseese Poldasu Medan

disemukan keadzan bahwa pennintaan persciujuan sciclah dilakukannya peny iwan

vleh penyidik @tdak pernah ditolak elehi Ketwa Pengadilan Neperi. Dengan keadian
tersebut dapat dipabami- bahwa slisan mendesak dupat mcngenyaunpingkan ihwa
searsng penyidik di dulinr melakokan wpisnya haer s weelehih dabhulu meminta zoeu
izin darn Kewa Pengadilin Negeri setempatt. Pelaksasaan penyvitan  berupaya
mebndugr harang-bucang masyatakat luas, schingga dengan demikiun pelaksanaan
penyilaan vang Wdak dilukukan dengan prosedu® et waran-aturan yang b dapal
dimintakan pantt regi serta lidak dapatiya difuksaaakan preses penien®saan alas

biang tersebut. .

Dari uraian di as maka dapmiah dikatakan buktwa hipotesa yang diajukan penuks

dapat diterima sebagal suatu dalil,

UNIVERSITASMEDAN AREA





